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bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah Nomor 19 Tahun 2000 sudah tidak scsuai lagi dengan kebutuhan
Orgmusasi,  mengingat  semakin  meningkatnya  Perkembangan
Penyelenggaraan Pemerintahan. Pembangunan di desa dan kelurahan
schingga perlo dilakukan perubahan Status Kantor menjadi Badan
Pemberdayaan Masyarakal Desa dan kelurahan Kabupaten [angkat;

bahwa uniuk memenuhi maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut
pada huruf a diatas, pertu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor :7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kubupaten - Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang  Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :
43 tahun 1999;

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemcrintahan Dacrah;

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 Tentang Perpindahan
Tbukota Kabupaten Daerah Tingkat IT Langkat dari Binjai ke Stabat;

Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan DBatas
Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
1 Langhat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kcewenangan
Penicintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Porsicran Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Organisasi I’erangkat Daerah,

9. Keputusan ...............



9 Keputusan Presiden R.I Nomor @ 44 lahun 1992 Tentang [eknik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan Dentuk  Rancangan
Undang-undang, Rancangan  Peraiuran Pemerintah dan - Rancangan
Keputussn Presiden;
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=

. Perawuran Menteri Dalam Negeri Nomor @ 4 Tahun 1999 Tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam
Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri serta Pelaksanaan Undang-
undang Nowor : 5 Tabun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

; Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUIPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH NOMOR : 19 TAHUN 26066 TENTANG

PEMBENTUKAN ORCANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
LANGKAT.

Menciapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG

PEMBENTUKAIN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NDESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN LANGKAT.

BAR1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten 1 anpkat;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Dacraly,

Kepala Daerah adalah Bupati Langkat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaien
Langkat vang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kabupaten Langkat;

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah suatu perusahaan
vang pendivinya didirikan berdasarkan Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1995 yaitu
fentang PT atau seluruh sahamnya merupakan kekavaan Desa vang dipisahkan;

Renstra adalah Rencana Stratepik Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelarahan
Kabupaten Langkat;

Lakip adajah Taporan Akunt@bilitas Kinctja Instansi Femerntah Badan P Siberdayaan
Masvarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

BAB H..........
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BAB I1
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kabupaten Langkat.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah unsur penunjang
Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dacrah meclalui

Sekretaris Daerah Kabupaten.
Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten [.angkat.

Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4 Badan Pemberdayaan
Masvarakat Pesa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

a.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan;

b.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Aparat Pemerintah Desa / Kelurahan,

d.  Perumusan Kcebijakan Pembinaan Aparat Pemerintah Kelurahan serta usul Mutasi Aparat
dan Kepala Kelurahan;

e.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi / pelaksanaan Pemerintahan Desa;

f Perrrmnean dan pelakaanasn kehyskan pandidilan dan latihon Aparat Pamarintahan Dasa
dan Kelurahan, Lembaga Desa dan Kelurahan serla l.embaga lainnya di Desa dan
Kelurahan;

g Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberdayaan perekonomian Desa;

h.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMDES, Usaha Ekonomi Desa dan
Pasar Desa,

-

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;

J- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana Desa;
k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan esa dan Kelurahan;
1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemamfaatan Potensi IDcsa;

m. Perumusan ........
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m. Perumusan dan peiaksanaan kebijakan pembinaan dan  pembenahan lingkungan
pemukiman dan Mesa Pantat,

n.  Pelaksanaan kebijakan pembinaan penggunaan dan Pengkajian Tehnologi Tepat Guna;

0. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dan bantuan Tehnologi Tepat
Guna;

p. Perumusan dan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Desa,
Lembaga Adat, BPD dan LPMD;

g. Pemberdayaan Masyarakal Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan PKK;

r.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;
Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala
Daerah.

BAB 1V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten
Langkat terdiri dani :
a. Kepala Badan;
b. Sekrelariat;
¢. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
d. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;

¢. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai lugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan
kegiatan dan melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat terutama
dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Daerah melalui Sekretaris Dacrah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan rumah

tangga;
(2) Sekretariat ................
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(2)

(1)

()

(1)

(2)

1

(2

(1)

()

(1)

sSekretarlat dipimpin oleh scorang Kepala Sckretariai yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Badan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum,;
b. Sub DBagian Tata Laksana.

Setiap Sub Bagian dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah unsur pelaksana
dibidang Pemberdayaan Pemerintahan Iesa dan Kelurahan;

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan;

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

a. Sub DBidang Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan;

b. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;

¢.  Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Adal dan Lembaga Desa.

Setiap Sub DBidang dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Baglan Keempat
Bidang Pemberdayaan Perckonomian Desa dan Kelurahan
Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Xelurahan adalah unsur pelaksana
dibidang Pemberdayaan Perckonomian Desa dan Kelurahan;

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan terdiri dari :
a. Sub Bidang ............
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Sub Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar 1Jesa / Kelurahan;
Sub Bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa / Kelurahan;
Sub Bidang Baniuar Pembangunan Desa / Kelurahan;

Sub Bidang Kesv adayaan dan Gotong Royong.

ae o

(2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Perckonomian Desa dan Kelurahan.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman

Pasal 15

(1) Bidang Pemberdayaan Polensi Desa dan Lingkunga.h Pemukiman adalah unsur pelaksana
dibidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;

(2) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16
(1) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Pendapatan dan Potensi Desa;

b. Sub Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman esa;
¢. Sub Bidang Pemberdayaan Tehnologi Tepat Guna (TTG).

(2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

BAB V
TATA KERJA

PPasal 17

Semua unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kclurahan dalam
mclaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

(1) Sectiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan berkewajiban  memimpin  bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta pctunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan
menghunjuk Kepala Sekretariat dan atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas
Kepala Badan dengan mempedomani daftar urut kepangkatan dan melaporkanya kepada
Sekretaris Daerah Kabupatcn;

(3) Apabila Kepala Sekretariat dan atau Kepala Bidang berhalangan, maka Kepala

Sekretariat atau Kepala Bidang menghunjuk seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala

Sub Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang dan
melaporkanya kepada Kepala Badan,;

Pagal 19 .............
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Pasal 19

Kepala Sckrelarial, l.epala Bidang, Kepaa Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang
dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam
melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Dadan secara berjenjang;

Dalam melaksanakan tugas sctiap pimpinan unit kerja dibantu oleh satuan kerja bawahan
dan dalam rangka pcmberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing
mengadakan rapat berkala;

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan diatur sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Pengalihan jenis kepegawaian discsuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21
Kepala Badan, Kepala Sckretariat dan Kepala Bidang di lingkungan Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kcpala
Daerah;
Kepala Sub DBagian dan Kepala Sub DBidang dilingkungan DBadan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris Dacrah
Kabupaten atas kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah;
Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional ssrta penetapan eselonering
berdasarkan kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala pembiayaan untuk kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kabupaten Langkat dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten I.angkat dan subsidi atau
bantuan dari Pemerintah Atasan serta lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan
Pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
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BAL 1A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Segala ketentuan yang berfentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
dilakukan penycsuaian berdasarkan Peraturan Dacrah ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan [Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah;
BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakega Badan Pemberdayaan Masyarakal Desa dan Kelurahan
Kabupaten Langkat;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan FPengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Langkat.

Disahkan di  : Stabat
Pada tanggal : 10 Pebruari 2003.

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat BUPATI LANGKAT
Nomor 1 188.342-01/KPTS/DPRI/2003
Tanggal : 15 Januari 2003 dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat

Pada

tanypal : 11 Pebruan 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PELAKSANA,
dio

Drs. L. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN 12003
NOMOR 102
SERI :D



KEPALA BADAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KAB. LANGKAT

‘ SUBBAG TATA LAKSANA

Lampiran . Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2003
Tanggsl . 10 Pebruar 2003
!
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SEKRETARIAT
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SUBBAG UMUM ’

i

|

BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA DAN
KELURAHAN

|

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN KELURAHAN

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA

g

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN
LEMBAGA ADATDAN LEMBAGA
DESA

BIDANG PEMBERDAY AAN
PERFKONOMIAN DESA DAN
K_EIIURAHA\'

|

SUB BIDANG PEMBERDAY AAN
BUMDES DAN PASAR DESA/
KELURAHAN

SUB BIDANG PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN SARANA DESA /
KELURAHAN

—

SUB BIDANG BANTUAN
PEMBANGUNAN DESA DAN
PINJAMAN DESA / KELURAHAN

SUB BIDANG KESWADAYAAN
DAN GOTONG ROYONG

20.8

|

BIDANG PEMBERDAYAAN
POTENSI DESA DAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN

]

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN
SUMBER PENDAPATAN DAN
POTENSIDESA

SUB BIDANG PEMBENAHAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN
DESA

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN
TEHNOLOGI TEPAT GUNA
(TTG)

BUPATI LANGKAT
dte

H. SYAMSUL ARIFIN, SE



